
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR -41 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN 

PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
TAHUN 2017 

Menimbang 

Inspektur 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar 
Biaya Masukan Tahun Anggaran 201 7, dipandang perlu 
untuk menyesuaikan ketentuan fasilitas dan kelas 
penginapan bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan 
pegawai tidak tetap sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 101 Tahun 2016 
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2.Undang-Undang ... 

PARAF KOORDINASI 

Ka.BPKAD Ka.Bappeda . Pemb. Kabag. Hukum 
adaan 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4893); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem ben tukan Pera tu ran Perun dang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

1 l.Undang-Undang ... 
~--------------------------~ 

PARAF KOORDINASI 

lnspektur Ka. Bappeda Kabag. Hukum 
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11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerin tahan (Lem baran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

19.Peraturan ... 
PARAF KOORDINASI 

Ka.BPKAD Ka . Bappeda Kabag. Hukum 
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19 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Keempat 
Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan • Perundang
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang · Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, 
dan Penghentian Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri 
Sipil; 

25. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, 
dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural bagi 
Pejabat Struktural; 

26. Peraturan Kepala Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, 
Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Jabatan 
Fungsional bagi Pejabat Fungsional; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 
Nomor 4 Seri A); 

30.Peraturan .. . 
PARAF KOORDINASI 

Ka. Bappeda Kabag. A m. Pemb. Kabag. Hukum 
La . P adaan 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 
N omor 5 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 10); 

33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 201 7 (Berita Daerah Ka bu paten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 28); 

34. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 101 Tahun 2016 
tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas 
Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 101); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 101 TAHUN 
2016 TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN 
TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 
2017. 

Inspektur 

Pasall 

Ketentuan dalam Lampiran IV BAB V Lampiran Peraturan 
Bupati Bondowoso Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 201 7 (Berita Daerah Ka bu paten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 101) diubah sehingga 
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
1n1. 

Pasal 11 ... 
PARAF KOORDINASI 

Ka. BPKAD 
Ka. Bappeda 

aan 



-6-

Pasal II 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondow so 
pada tanggal .;zs JUL, 017 

BUPATI BOND OSO, It:,__--, 

i ~ef AMIN SAID HUSNI ~ 
Diundangkan di Bondowoso 
pada t o,7 

KABUPATEN BONDOWOSO, 

ef HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 4.;t 

PARAF KOORDINASI 
Ka. Bappeda Kabag. Hukum 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR Al TAHUN 2017 
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BONDOWOSO NOMOR 101 TAHUN 2016 
TENTANG PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN 
TUGAS PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO 
TAHUN 2017 

Lampiran IV 

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN 
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP 

NO 

1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23 . 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

PROVINS! 

2 
ACEH 
SUMATERA UTARA 
RIAU 
KEPULAUAN RIAU 
JAMB! 
SUMATERA BARAT 
SUMATERA SELATAN 
LAMPUNG 
BENGKULU 
BANGI<A BELITUNG 
BANTEN 
JAWA BARAT 
D .K.I. JAKARTA 
JAWA TENGAH 
D.I. YOGYAKARTA 
JAWATIMUR 
BALI 
NUSA TENGGARA BARAT 
NUSA TENGGARA TIMUR 
KALIMANTAN BARAT 
KALIMANTA TENGAH 
KALIMANTAN SELATAN 
KALIMANTAN TIMUR 
I<ALIMANTAN UTARA 
SULAWESI UTARA 
GO RO NT ALO 
SULAWESI BARAT 
SULAWESI SELATAN 
SULAWESI TENGAH 
SULAWESI TENGGARA 
MALUKU 
MALUKU UTARA 
PAPUA 
PAPUA BARAT 

Inspektur Ka. BPKAD 

SATUAN 

OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 
OH 

PEJABAT 
NEGARA/ 
PEJABAT 
ESELON I 

4.420.000 
4 .960.000 
3 .820.000 
4.275 .000 
4.000 .000 
5.236.000 
4.680.000 
3.960.000 
1.300.000 
3.335.000 
4.763 .000 
3 .700 .000 
8.720.000 
4.150.000 
4.700.000 
4.400.000 
4.890.000 
3.500.000 
3.000.000 
2.400 .000 
3.000.000 
4.250.000 
4.000.000 
4.000.000 
3 .827.000 
1.650.000 
1.575.000 
4.820 .000 
2.030.000 
1.850.000 
3.000.000 
3.110.000 
2.850 .000 
2.750.000 

PARAF KOORDINASI 
Ka. Bappeda 

PEJABAT 
NEGARA 

LAINNYA/ 
PEJABAT 

ESELON II 
5 

1.625.000 
1.518.000 
1.500.000 
1.625.000 
1.500.000 
1.330.000 
1. 563.000 
1.625.000 

988.000 
1.688.000 
1.788.000 
1.760.000 
1.490.000 
1.480.000 
1.688.000 
1.370.000 
1.8 10.000 
1.994.000 
1.3 13.000 
1.538.000 
1.950.000 
2. 100.000 
2. 188.000 
2. 188.000 
1.950.000 
1.438.000 
1.288.000 
1.550.000 
1.625.000 
1.375.000 
1.288.000 
1.520.000 
2.088.000 
1.863.000 

. Pemb. 

TARIF HOTEL 
PEJABAT 

ESELON III/ 
GOLONGAN 

IV 

6 
1.063.000 

879.000 
1.085.000 

813.000 
925 .000 

1.113.000 
788.000 
875.000 
900.000 

1.063.000 
1.000.000 

800.000 
992.000 
949 .000 

1.013.000 
1.063.000 

990.000 
1.000.000 

938 .000 
1.125.000 

938.000 
904 .000 

1.188.000 
775.000 
863 .000 
688.000 

1.075.000 
847.000 

1.125.000 
750.000 
740.000 
750.000 
950.000 
950.000 

Kabag. Hukum 

PEJABAT 
ESELON 

IV/ 
GOLONGAN 

III 
7 

546.000 
510.000 
450 .000 
638.000 
500.000 
520.000 
700.000 
400.000 
560.000 
400.000 
718.000 
560.000 
610.000 
450.000 
788 .000 
563.000 
910.000 
580.000 
550.000 
538.000 
659 .000 
540.000 
688.000 
500.000 
550.000 
479.000 
400.000 
580.000 
650 .000 
563.000 
667.000 
480.000 
550.000 
600.000 

GOLONGAN 
1/11 

8 
546.000 
510.000 
450 .000 
638.000 
500.000 
520.000 
700.000 
400.000 
560.000 
400 .000 
718.000 
560.000 
610 .000 
450.000 
788.000 
563.000 
910.000 
580.000 
550.000 
538.000 
659.000 
540.000 
688.000 
500.000 
550.000 
479 .000 
400 .000 
580.000 
650.000 
563.000 
667.000 
480.000 
550.00 
600 . 0 

oso,,d__, 


